BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 800.1.11.13/%0/BUP-LK/III/2024

TENTANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

EABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kuaslitas

pelayanan kepada masvarakat, kineria, disiplin,
integritas, keadilan dan kesejahteraan ASN serta
guna tertib administrasi dalam pengelolaan
keuangan, maka perlu upaya peningkatan
penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota;

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 26
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun
2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota,
maka perlu diatur Besaran Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2024;




Mengingat

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka

periu ditetapkan suatu Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
lingkungan Provinsi Sumatera Tengah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25j;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75,Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia
Nomor 3851) sebagaiamana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400};




Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234} sebagaimana telah dua kali
diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 1};
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);




10.

) 41 8
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Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5423) sebagaimana telah di ubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 229 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019
Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6340},

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil {Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6718j;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birckrasi Republik Indonesia Nomor
63 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Sistem
Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700
Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri
Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor
15);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
{Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2024 Nomor 1};

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 29 Tahun
2010 Tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota;

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun
2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan
Pelanggaran Disiplin PNS dan Penjatuhan




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Hukuman Disiplin PNS dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota;

22. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun
2021 Tentang Pedoman Manajemen Kinerja Pegawai
Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2022;

23. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomeor 25
Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota.

24. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun
2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh
dengan keputusan ini.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah menerima Tambahan
Penghasilan berdasarkan kriteria Beban Kerja, Kondisi
Kerja, Tempat Bertugas dan Kelangkaan Profesi.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK]
Daerah menerima Tambahan Penghasilan sesuai dengan
kemampuan Keuangan Daerah.

Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran
masing-masing Perangkat Daerah.




KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari
2024, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 4 M4r<T 2024

‘BUPATI LIMA PULUH KOTA,

, Tembusan disampaikan kepada yth ;

k/ 1. Inspektur Kabupaten Lima Puiuh Kota di Sarilamak
2. Kepala Badan Keuangan Kab. Lima Puluh Kota
3. Pertinggal




